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Fenomena pengatur lalu lintas informal atau yang dikenal dengan sebutan Pak Ogah
merupakan realitas sosial yang banyak ditemukan pada persimpangan jalan dan titik-titik
rawan kemacetan. Keberadaan Pak Ogah sering dianggap membantu pengguna jalan dalam
mengurai kepadatan lalu lintas. Namun demikian, dari perspektif hukum, aktivitas tersebut
menimbulkan persoalan karena pengaturan lalu lintas pada dasarnya merupakan
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparat yang
berwenang, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tanggung jawab
pemerintah terhadap pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah). Penelitian menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
digunakan sebagai sumber penelitian dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas
merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2012. Dengan demikian, keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas tidak memiliki
dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi publik tersebut.
Meskipun keberadaan Pak Ogah sering dianggap membantu masyarakat, aktivitas tersebut
tetap bertentangan dengan prinsip legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab pemerintah dalam penertiban Pak Ogah dilaksanakan melalui kegiatan
pembinaan, pengawasan, pendataan, sosialisasi, dan operasi penertiban yang melibatkan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas
Perhubungan (Dishub). Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih
banyak ditemukan Pak Ogah di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa
penanganan yang dilakukan selama ini masih berfokus pada aspek penertiban dan belum
sepenuhnya menyentuh faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya
fenomena tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui peningkatan
koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, serta program pemberdayaan
masyarakat guna mengatasi faktor ekonomi yang mendorong munculnya aktivitas pengatur



lalu lintas informal. Dengan demikian, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat
terwujud sesuai dengan prinsip negara hukum.
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ABSTRAK

Fenomena pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah) merupakan realitas sosial yang
berkembang di tengah masyarakat sebagai respons terhadap kemacetan lalu lintas
dan keterbatasan pengawasan pada beberapa titik jalan. Meskipun keberadaannya
sering dianggap membantu pengguna jalan, aktivitas tersebut menimbulkan
persoalan hukum karena pengaturan lalu lintas merupakan kewenangan yang
diberikan kepada aparat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai
kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas serta tanggung jawab pemerintah
dalam penertiban pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber
bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh
melalui penelusuran kepustakaan dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan dan penertiban lalu
lintas merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Oleh karena itu, keberadaan Pak Ogah sebagai
pengatur lalu lintas tidak memiliki dasar hukum yang memberikan kewenangan
untuk melaksanakan fungsi tersebut. Tanggung jawab pemerintah dalam penertiban
Pak Ogah dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, dan
operasi penertiban yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Namun
demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak
ditemukan pengatur lalu lintas informal di berbagai daerah. Diperlukan kebijakan
yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, koordinasi
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antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi faktor sosial dan
ekonomi yang menjadi penyebab munculnya fenomena Pak Ogah.

Kata Kunci (keyword): Tanggung Jawab Pemerintah, Penertiban, Pengatur Lalu
Lintas Informal, Pak Ogah, Hukum Lalu Lintas.
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